BUPATI MALUKU BARAT DAYA

INSTRUKSI BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : Y. 43‘.;‘/ 17 / 9.020

TENTANG
PENGENDALIAN TRANSPORTASI
PADA MASA PERSIAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID - 19
DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Dasar :

| Instruksi Presiden Republik Indonesin Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Keschatnn Dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disensc 2019;

o Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disecase 2019 ( Covid 19 ) di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19 ) di
Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Perhubungan Rl Nomor : 41 Tahun 2020 tanggeanl 8
Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19 ).

5. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor :
HK.02.01/Menkes/382/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Protokol
Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan
Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif
dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19 ).

6. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE. 11 Tahun 2020 tanggal
8 Juni 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru  Untuk
Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19).

7. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE. 13 Tahun 2020 tanggal
8 Juni 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa
Kegiatan Produktif dan Aman dari Corona Virus Discase 2019 ( Covid
19).

8. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor :
HK.02.01/Menkes/382/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Protokol
Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan
Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif
dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19 ).

9. Surat Edaran Ketua Pelaksana Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 ( Covid 19 ), Nomor : 9 Tahun 2020 tanggal 26
Juni 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus
Disease 2019 ( Covid 19).
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10. Surat Edaran Direlktur Perhnbungan Laut Nomor 0 81225 Tahan 2020

11,

12.

angeal 8 Junt 2020 tentany Petunjuk Peladisinmnn Perjalanan Ovang
denpan Transportast Laut Daliam Masn Adaptansi Kebiasiaann Haoo Mo
Masyarakat Produlctif dan Aman Corona Vieus Diseane 2010 ( Covid 197).
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1H Tabhun 2020 tentangg Perabitoming
Pergerakinn Orang diann: Modin Transportiast Dadam Pennnganinmn Caroni
Virus Discane 2019 ( Covid 19) di Palav Ambon,

qurat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vicas Disease 2019
( Covid 19 Provinsi Malulcu Nomor @ 62817 QT Promal/VI/ 2020 tangpal
4 Juli 2020 tentang Pemberitahuan  Memperpanjang Walctor Lo
Sementara Menggunakan Sarana Transportast di Provinst Maluk,

Memperhatikan :

Situasi Terkini Dampak Penyebaran Corona Virus Disease ( COVID 1O )

di Kota Ambon Provinai Maluku yang berpotenst  moentmbudlican
Penyebaran Corona Virus Discase  ( COVID 19 ) di Kabupaten Malulku

Barat Daya.

maka dengan ini BUPATI MALUKU BARAT DAYA MENQGINTRUKBSIKAN |
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat  Daya menerapkan  Kebijakan
PENGENDALIAN TRANSPORTASI PADA MASA PERSIAPAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19 DI
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TERHITUNG MULAI DARI TANGQAL
1 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 15 SEPTEMBER 2020 :

TRANSPORTASI LAUT.

1.1. Membuka Sementara Pintu Masuk di Wilayah Kabupaten Maluku

Barat Daya Melalui Pelabuhan Laut di peruntukan bagl  Kapal yang
mengangkut Orang / Penumpang dari Zona Orange dan Zona Merah
dengan Pembatasan Orang / Penumpang sebanyak Makaimal 100
Orang / Penumpang,.

1.2. Setiap Orang / Penumpang yang berasal dari Zona Orange dan Zona

Merah , pada saat hendak melakukan perjalanan wajib menunjukan

dokumen persyaratan berupa :

a. Menunjukan Identitas diri ( KTP atau tanda pengenal lainnya
yang sah )

b. Menunjukan Surat keterangan uji test PCR dengan haatl negative
atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktil
yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan; atau

c. Menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti inlluenza
yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskeamas bagi
daerah yang tidak memiliki PCR / Rapid Teat,

d. Menunjukan Surat Keterangan lzin Keluar ( SKIK ) bagl pelaku
perjalanan yang dikeluarkan dart Gugus Tugaa Percepatan
Penanganan Covid - 19 dari daerah asal,

e. Menunjukan Surat Keterangan lzin Masuk ( SKIM ) Yang di
Keluarkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid
19 Kabupaten Maluku Barat Daya.

. Point a, b, d dan e tersebut di atas berlaku juga bagl pelaku
perjalanan dari Luar Maluku yang tranait di Zona Kuning, tijaw,
Orange dan Merah yang akan masuk ke Wilayah Maluku laral
Daya.
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hapal Angkutan Orang / penumpang dari Zona Orange dan Zona

Merah dvsinkan untuk mengangkut  orang  / penumpang
nebagaimana  tersebut padn point 1.1 dan memenuhi dokumen
pecjalanan  sebagaimann pada point 1.2 tersebut diatas, serta
ditainkan mengangloat barang / logistik dan jugn di izinkan untuk

menangkut ormng / penumpang antar kecamatan / pulau dalam

dan atan keluar  wilnyah Maluku Barat Daya dengan tetap
mematuhit protokol kesehatan:

hapal Angkutan Orang / penumpang dari daerah Zona Kuning dan
Zona Myau ( daerah yang penularan Covid-19 rendah ) di 1zinkan
untuk mengangkut  Orang / Penumpang ( tidak ada pembatasan
orang / penumpang ) juga Barang / Logistik yang masuk dan
Keluar ke wilayah Maluku Barat Daya serta di Izinkan untuk
mengangkut orang / penumpang antar kecamatan / pulau dalam
dan atau keluar  wilayah  Maluku Barat Daya, dan wajib
Menunjukan Identitas diri ( KTP atau tanda pengenal lainnya yang
sah ),  Menunjukan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil
negatit  atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non
reakul yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan dan atau
Menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang
dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang

tidak memiliki PCR / Rapid Test, dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan;

Bagi Kapal Barang / Logistik hanya diperbolehkan mengangkut
barang / logistik dan ABK dengan tetap mematuhi protokol
keschatan, tidak diperkenankan mengangkut orang / penumpang
yang datang / masuk ke Wilayah Maluku Barat Daya, Apabila
kedapatan kapal barang / logistik ada yang mengangkut
penumpang yang masuk ke Wilayah Maluku Barat Daya maka

akan di pulangkan ke tempat asal dan menjadl tanggung jawab
operator kapal / nakhoda.

Nakhoda yang berasal dari Daerah Zona Orange dan Zona Merah
Wajib Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Yang Diatur Dalam
Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covod —
19 Nomor 9 Tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI
Nomor : HK.02.01/Menkes/382/2020 tanggal 26 Juni 2020
tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di
Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan
Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease
2019 ( COVID 19 ), Serta Surat Edaran Bupati Maluku Barat Daya
Nomor : 553.4/144.b/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang
Pengaturan Perjalanan Orang Menggunakan Transportasi Laut
Dalam Masa Persiapan Kebiasaan Baru di Kabupaten Maluku Barat
Daya Serta Wajib mengirimkan daftar nama penumpang kepada
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Maluku
Barat Daya Paling Lambat 24 ( dua puluh empat ) Jam sebelum
kapal melakukan pelayaran dari daerah asal.

2. TRANSPORTASI UDARA.

2.1

Membuka Jalur Penerbangan Ke Wilayah Kabupaten Maluku
Barat Daya Selama Masa Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru
sebanyak 3 Kali Penerbangan dalam seminggu, yakni Senin, Rabu
dan Jumat dengan pengaturan penumpang maksimal 50 %
kapasitas angkut bagi daerah Zona Orange dan Zona Merah serta
Pengaturan Penumpang keluar Wilayah Kabupaten Maluku Barat
Daya maksimal 100 % kapasitas angkut, dan apabila sewaktu —
waktu Maluku Barat Daya berubah status menjadi Zona Merah

maka pengaturan penumpang keluar Wilayah Kabupaten Maluku
Barat Daya kembali ke maksimal 50 % kapasitas angkut.
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2.2. Setiap Orang / Penumpang yang berasal dan Zona Orange dan Zona
Merah , pada saat hendak melakukan perjalanan wajib menunjukan

dokumen persyaratan berupa :

1. Menunjukan Identitas diri ( KTP atau tanda pengenal lainnya
yang sah );

2. Menunjukan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil
negatif atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non
reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan dan
atau,

3. Menunjukan Surat Keterangan Izin Keluar ( SKIK ) bagl
pelaku perjalanan yang dikeluarkan dan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid - 19 dari daerah asal.

4. Menunjukan Surat Keterangan Izin Masuk ( SKIM ) Yang di
Keluarkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -
19 Kabupaten Maluku Barat Daya.

5. Point 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas berlaku juga bag pelaku
perjalanan dari Luar Maluku yang transit di Zona Kuning,
Hijau, Orange dan Merah yang akan masuk ke Wilayah
Maluku Barat Daya.

2.3. Setiap Operator Maskapai Penerbangan Wajib Mematuhi dan
Melaksanakan Ketentuan Yang Diatur Dalam Surat Edaran Ketua
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid — 19 Nomor 9 Tahun
2020, dan Surat Edaran  Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.01/Menkes/382/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Protokol
Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan
Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat
Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 ( COVID
19 ), Serta Surat Edaran Bupati Maluku Barat Daya Nomor :

553.4/109.a/2020 tentang Pengaturan Perjalanan Orang
Menggunakan Transportasi Udara Dalam Masa Persiapan Adapta“m
Kebiasaan Baru di Kabupaten Maluku Barat Daya, Serta Wajlb

mengirimkan daftar nama penumpang kepada Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Maluku Barat Daya

Paling Lambat 24 ( dua puluh empat ) Jam sebelum pesawat
melakukan penerbangan dari daerah asal.

Setiap penumpang atau calon penumpang yang melakukan perjalanan
dengan transportasi laut maupun transportasi udara wajib memenuhi
kriteria dan persyaratan perjalanan di atas.

Setiap orang yang datang ke Wilayah Maluku Barat Daya dan daerah
terpapar COVID 19 wajib melakukan Isolasi Mandiri selama 14 hart .

Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya berkoordinasi dengan
KSOP Ambon, UPP Kelas II Saumlaki, UPP Kelas II Tual, UPP Kelas III

Wonreli, PT. Pelni Ambon, PT. Pelni Saumlaki, Operator Kapal Swasta,
Maskapai Penerbangan dan Instansi terkait lainnya agar dapat
melaksanakan pengawasan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Para Camat berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan dan Instansi Vertikal terkait untuk melaksanakan pengawasan

tersebut.

Para Camat, Lurah dan Kepala Desa wajib melakukan pengawasan yang
ketat pada wilayah-wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara agar

pelaksanaan instruksi ini dilaksanakan dengan baik;
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&  Instruksi ini bersifat Perintah dan apabiln tidak dilaksanakan akan

dikenakan  sanksi  seaun dengan ketentuan peraturan  perundang
undangan yang berlaku

Demikoan Instruksi Dy

. pati ini di keluarkan untuk dilaksanakan sebagnimana
moestya,

Dikeluarkan di . Tiakur.

Pada Tan 3 Mwbﬁ AOA0
ALUKU BARAT DAYA

L}

BUPATI

il

IN TH. NOACH
Tembusan disampaikan kepada Yih )

1. Gubermur Provinat Maluku di Ambon ( Sebagni lﬂ;iﬁf’hﬁ );

2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon:

3. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur:

1. Kapolres Maluku Barat Daya di Tiakur;

9. Kepala Kmaksaan Negers Maluku Barat Daya di Tiakur;

6. Dandim 1507 Saumlak di Saumlaki;

7. Pabung TNI AD Tiakur di Tiakur :

8  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku di Ambon:

9. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Ambon di Ambon;
1

0. Kepala Kantor Kesvabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
I'l. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupany;
12. Mmpinan OPD sc- Kabupaten Maluku Barat Daya:

13, Kepala Pelni Cabang Ambon di Ambon;
14. Kepala Pelni Cabang Kupang di Kupang:
15. Kepala Pelni Saumlaki di Saumlaki;

16. Kepala UPP Kelas 11 Saumlaki di Saumlaki:

17. Kepala UPP Kelas Il Tual di Tual:

18. Kepala UPP Kelas (Il Wonreli di Wonreli;

19. Kepala Bandar Udara Jhon Bekker Wonreli di Kisar.

20. Direktur PT. Citra Baru Adi Nusantara di Surabaya;

21. Diwrektur PT. Pelayaran Dharma Indah di Ambon:

22. Direktur PT. Panca Karya di Ambon;

23. Dircktur PT. Flabamor NTT di Kupang;

24, PT. Inti Samudera Timur di Tual;

25. Pimpinan PT. Triguna Air Service di Ambon;

26. Pimpinan PT. Susi Air di Ambon;

27. Para Camat se - Kabupaten Maluku Barat Daya;

28. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Moa di Moa

29. Kepala Desa/Lumh/Dusun se- Kabupaten Maluku Barat Daya

30. Kepala Satuan Kerja Bandar Udara Jos Orno Imsula di Moa;

J1. Kepala Wilker Pelabuhan ke - Kabupaten Maluku Barat Daya;

32. Arsip.
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